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SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

Mengingat

a,

b.

1.

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance) dan bersih (clean government),

diperlukan komitmen bersama dalam mencegah praktik-

praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna tentang Pencegahan Korupsi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
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30 Tahun 2OO2 tentang Komisi pemberantasan Tindak pidana
Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 197, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun lggg tentang
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Ol Nomor
134, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OlZ tentaag pemilihan

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 61O9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor I 15);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol5 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Ke4'a

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O

tentang Tfigas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Ke4'a

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2O23 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O2O tentang T[rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

Menetapkan kebijakan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebogai bagian dari integrasi

nilai-nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan

profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi, dan

Menetapkan

KESATU

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


-4-

KEDUA

KETIGA

kewenangan.

Seluruh pejabat, pegawai, dan personil yang beke{a di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Muna w4jib mentaati:
a. Menolak segala bentuk gratilikasi yang berhubungan dengan

jabatan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan
Perundang-Undangan;

b. Tidak menyalahgunakan wewenang, fasilitas jabatan, atau
informasi yang diperoleh dalam kapasitasnya sebagai
penyelenggara pemilu untuk kepentingan pribadi/golongan;

c. Melaporkan setiap indikasi pelanggaran atau penyimpangan
yang berpotensi menjadi tindakan korupsi melalui mekanisme
pelaporan yang tersedia; dan

d. Mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi dan
sosialisasi nilai-nilai integritas secara berkala.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha

pada tanggal 7 Januari2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

MUNA
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

jl-
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